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Pendahuluan
Sistem politik bebas aktif adalah model kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam menjalankan kegiatan politik luar negeri. Hal ini merupakan dasar utama yang menentukan arah hubungan internasional Indonesia sejak masa kemerdekaan. Asas ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia selain pemerintah Indonesia juga dapat berperan aktif  menciptakan perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Saat ini, dunia berada dalam pusaran persaingan global yang semakin tajam. Persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia berdampak pada politik dan ekonomi global. Dinamika geopolitik semakin kompleks karena persaingan ini, di mana setiap negara berusaha mempertahankan posisi strategisnya. Ketegangan global di Asia Tenggara menimbulkan masalah stabilitas politik dan ekonomi, memaksa negara-negara untuk mengubah kebijakan untuk menjaga integrasi dan keamanan. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, kebijakan luar negeri Indonesia, yang telah menjadi landasan diplomasi sejak kemerdekaan dan didukung oleh seluruh pemimpin negara, bebas dan aktif. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan, mempertahankan hubungan baik, dan berperan seimbang dalam persaingan internasional. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan analisis seberapa relevan dan efektif kebijakan politik Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik yang sedang dihadapi negara ini.  Prinsip bebas aktif tidak hanya menguatkan posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan independensinya, serta memungkinkan negara berperan sebagai mediator dalam konflik serta bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak, penguatan kebijakan dibidang Diplomasi Ekonomi, Kerja Sama Multilateral, Kemampuan Pertahanan, Diplomasi Kultural dan Pendidikan, serta Penguatan Hubungan Bilateral Strategis.
Latar Belakang Kebijakan politik Luar Negeri
Dinamika geopolitik global pada tahun 2024 menunjukkan adanya persaingan antara kekuatan negara-negara besar tersebut yang berupaya untuk memperluas pengaruh dan kendali di berbagai belahan dunia. Persaingan ini menimbulkan ketegangan yang berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global, termasuk bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi karena pengaruh negara-negara besar sering kali menentukan hubungan antar negara lainnya. Setiap masalah terkait konflik di area strategis, perubahan aliansi dan perang dagang antar negara dapat menjadi penyebab kondisi perekonomian dunia tidak stabil dan hal tersebut dapat mengancam perdamaian dunia. Berdasarkan uraian tersebut, Indonesia sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang penting dan kondisi ekonomi terbesar di Asia Tenggara menghadapi tantangan signifikan untuk mempertahankan kedaulatannya. Pelaksanaan kebijakan bebas aktif dalam sistem politik luar negeri Indonesia dapat menjadi landasan untuk menciptakan kerjasama produktif secara global tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu di dunia. Hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia berusaha mempertahankan kemandirian yang seimbang sekaligus memberikan kontribusi terhadap perdamaian regional maupun global. Dinamika yang telah digambarkan menjadi dasar studi  ini untuk menganalisis relevansi dan efektivitas kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan perubahan bentuk geopolitik yang terus berlangsung.
Dalam sejarahnya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, agama dan kebudayaan sebagai ciri khas. Setelah kemerdekaan tahun 1945, negara Indonesia menghadapi tantangan situasi politik internasional akibat Perang Dingin yang membagi dunia atas dua blok utama yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memerlukan dukungan dari negara-negara besar untuk menciptakan bangsa yang berkualitas dan juga mengusahakan pembangunan internal. Indonesia dihadapkan pada pilihan untuk berpihak kepada salah satu Blok utama atau mengambil keputusan berbeda. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk berpolitik sesuai dengan ciri karakter bangsa yang telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945.
Fokus utama dalam analisis ini adalah tantangan-tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif di tengah kompleksitas dinamika geopolitik. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, tanpa terjebak dalam konflik kepentingan yang mungkin muncul antara kedua negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tekanan dari persaingan di kawasan Asia Tenggara, di mana sejumlah negara berupaya untuk memperluas pengaruh mereka, terutama dalam konteks isu-isu maritim dan klaim teritorial. Tantangan lain yang perlu diatasi adalah potensi ancaman non-tradisional, seperti terorisme, keamanan siber, dan perubahan iklim, yang dapat mengganggu stabilitas regional. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas diplomasi dan pertahanan agar Indonesia dapat mempertahankan posisi strategisnya di panggung global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebijakan bebas aktif. Dalam kerangka ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan luar negerinya agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tekanan-tekanan baru serta memanfaatkan peluang yang ada demi menjaga keunggulan strategis di masa depan.
Fondasi Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia memiliki prinsip dasar kebijakan politik luar negeri yang ditulis dalam alinea I Pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan menjadi hak setiap bangsa di muka bumi. Sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan juga nilai keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia sebagai suatu negara yang baru merdeka ingin berpartisipasi aktif mewujudkan kemerdekaan dan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi serta keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Prinsip tersebut menjadi model politik luar negeri Indonesia yang bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional tanpa adanya pengaruh kubu kekuatan negara lain serta juga prinsip aktif secara global memperjuangkan keadilan, kemerdekaan dan perdamaian di dunia. Kebijakan ini juga menjadi pedoman melaksanakan hubungan diplomasi antar negara dan bagaimana berpartisipasi dalam organisasi internasional. Model politik ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia ingin bebas dari intervensi bangsa lain tetapi dapat juga berperan aktif responsif di dunia internasional. Kebijakan bebas aktif yang telah dipilih juga membuat negara Indonesia dapat berperan dalam penyelesaian isu global sehingga diperoleh relasi baik dengan negara-negara lain.
Sejarah Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan ditengah Benua Australia dan Benua Asia serta berlokasi tepatnya diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Berdasarkan letak geografis, negara Indonesia memiliki kesempatan berperan dalam stabilitas keamanan lintas maritim dan lintas udara di kawasan Asia bagian Tenggara. Negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan kondisi geografis dan ekonomi, hingga saat ini Indonesia memiliki pengaruh politik cukup besar dalam forum Internasional. 
Model sistem kebijakan politik bebas aktif ini telah ditulis dalam naskah UUD 1945. Selanjutnya, konsep sistem politik luar negeri Indonesia pernah disampaikan oleh Sutan Sjahrir, Perdana Menteri Indonesia dalam forum kegiatan Inter Asia Relation Conference tahun 1947 di New Delhi. Saat itu, negara-negara besar mendesak Indonesia untuk memilih antara kekuatan besar Amerika atau Uni Soviet yang saat itu berkonflik. Namun, pemerintah Indonesia menolak untuk memilih salah satu pihak. Indonesia ingin mencari bentuk hubungan internasional yang sesuai dengan karakter kehidupan bangsa dan menghindari keterikatan pada sistem-sistem yang tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan negara.
Model sistem politik luar negeri ini tidak langsung diterima sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Perdana Menteri Indonesia, Bung Hatta pernah menghadapi perlawanan dari kubu oposisi parlemen yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Salah satu tokoh politik pemimpin partai paham komunis di Indonesia bersama Muso ingin agar pemerintah Indonesia dapat mendukung Blok Uni Soviet. Tetapi dalam Sidang Badan Pekerja KNIP tahun 1948 di Yogyakarta, Bung Hatta menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan politik bebas aktif sehingga tidak perlu memberi dukungan kepada Blok Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II, Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Bung Karno berperan dalam implementasi sistem politik luar negeri bebas aktif. Pada tahun 1955, Bung Karno bersama dengan pemimpin negara-negara berkembang yang baru menyatakan kemerdekaan yaitu Pakistan, Myanmar atau Burma, Srilanka dan India mencetuskan dan menginisiasi diadakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Konferensi ini juga sebagai forum pertemuan Internasional untuk merumuskan beberapa prinsip dasar Gerakan Non Blok (GNB). 
Motivasi utama di balik kebijakan luar negeri bebas aktif adalah untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah tekanan kekuatan besar dunia. Pada saat Indonesia baru merdeka, pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat kuat dan banyak negara berkembang yang akhirnya terpaksa mengikuti kepentingan masing-masing negara besar tersebut. Indonesia memiliki tekad untuk menjaga kedaulatannya dengan tidak tunduk pada kekuatan besar mana pun. Motivasi lain dari kebijakan politik luar negeri ini ini adalah keinginan untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan stabil. Sebagai negara yang berpenduduk beragam, Indonesia memahami pentingnya toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Indonesia melihat bahwa perdamaian global akan lebih mudah dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan independen, sehingga tidak ada negara yang merasa terancam oleh aliansi atau kekuatan tertentu. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain tanpa harus berpihak pada kepentingan tertentu.
Implikasi Kebijakan bebas aktif terhadap diplomasi Indonesia
Sejak Orde Baru hingga sekarang, pelaksanaan sistem politik luar negeri disesuaikan dengan dinamika internasional dengan prinsip yang sama bahwa Indonesia adalah negara yang bebas tidak terikat. Hingga saat ini, Indonesia tidak hanya bersikap netral dalam dinamika internasional tetapi juga berperan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia terlibat dalam beberapa forum dan dialog internasional bahkan perundingan damai untuk menghentikan perang antar negara. 
Kebijakan bebas aktif memberikan Indonesia fleksibilitas dan kebebasan dalam menjalankan diplomasi internasionalnya. Dengan tidak terikat pada blok tertentu, Indonesia dapat menjalin hubungan dengan banyak negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang tanpa tekanan dari pihak tertentu. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan diplomasi yang berfokus pada kepentingan nasional dan kepentingan regional, serta mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.
Kebijakan Politik luar negeri dalam forum Regional
Indonesia sebagai negara dengan kawasan wilayah terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, lingkungan dan keamanan di wilayah tersebut. Melalui sistem kebijakan luar negeri telah dipilih, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik regional dan berkontribusi signifikan dengan tujuan meningkatkan kerja sama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah partisipasi Indonesia dalam pendirian komunitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) pada tahun 1967, yang bertujuan untuk menguatkan stabilitas politik dan ekonomi di kawasan  tersebut. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang dikenal sebagai komunitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah kerjasama antar negara berbasis wilayah yang didirikan untuk mempromosikan ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya. ASEAN menjadi organisasi resmi pada tanggal 8 Agustus 1967 dan hal ini dicantumkan dalam Deklarasi Bangkok oleh para menteri luar negeri negara inisiator yaitu Adam Malik bersama 4 (empat) perwakilan negara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 
Kebijakan politik luar negeri dengan sistem bebas aktif menjadi dasar pemerintah Indonesia mempromosikan visi ASEAN sebagai kawasan yang mendukung perdamaian dan bebas dari pengaruh eksternal. Selanjutnya Indonesia bersama negara-negara pendiri ASEAN lainnya juga merumuskan kesepakatan yang mendukung stabilitas wilayah sebagai tindak preventif dari potensi ancaman akibat konflik kekuatan besar yang dikenal sebagai Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality). Bahkan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk bekerjasama dalam ASEAN Community, khususnya dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial budaya agar dapat diwujudkan kawasan politik yang inklusif dan dinamis. 
Indonesia sebagai negara anggota ASEAN mengusahakan agar wilayah ini menjadi zona yang  damai dan bebas dari senjata nuklir juga pengaruh kekuatan dunia. Pada tahun 1976, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN I di Bali dan menjadi dasar kerja sama politik dan keamanan di Asia Tenggara. Hal ini kemudian disahkan dalam Deklarasi ASEAN Concord I dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC). Selanjutnya Indonesia juga menjadi tuan rumah kegiatan negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2003 di Bali dan menghasilkan Deklarasi ASEAN Concord II. Lalu pada tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan forum diplomasi ASEAN yang menghasilkan penguatan kerja sama ekonomi digital, keamanan energi dan ketahanan kawasan.
Pada akhir tahun 1980-an, Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan konflik Kamboja dengan menggelar Jakarta Informal Meeting (JIM). Forum diplomatik ini diadakan untuk mencari solusi damai atas konflik berkepanjangan di Kamboja. Pertemuan ini berpengaruh dalam proses perdamaian di kawasan tersebut dengan membuka dialog untuk menghentikan perang. Konflik perang saudara ini dimulai tahun 1979 setelah rezim Khmer Merah berakhir dan melibatkan beberapa faksi, termasuk Khmer Merah, pemerintah pro-Vietnam, dan kelompok oposisi lainnya. Pemerintah dan negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN menolak keputusan Vietnam menginvasi Kamboja untuk mendukung rezim Republik Rakyat Kamboja (RRK). Sebagai salah satu pendiri ASEAN dan pendukung prinsip bebas aktif, Indonesia memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai, termasuk Vietnam dan faksi-faksi Kamboja. Jakarta Informal Meeting adalah tonggak penting dalam diplomasi Indonesia, yang menunjukkan komitmen terhadap perdamaian di Asia Tenggara. Walaupun tidak secara langsung menyelesaikan konflik Kamboja, JIM membuka jalan untuk dialog yang akhirnya membawa perdamaian di negara tersebut. 
Dalam penyelesaian konflik krisis Laut Cina Selatan, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan informal untuk mencari solusi damai atas sengketa wilayah tersebut. Persengkataan mengenai wilayah ini dimulai sejak tahun 1956 hingga menjadi isu geopolitik yang serius sejak pada akhir abad ke-20. Sengketa wilayah ini disebabkan oleh karena beberapa negara menuntuk hak kepemilikan bagian tertentu dari Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan wilayah ini memiliki sumber daya alam migas dan hasil laut. Wilayah Laut Cina Selatan juga menjadi tempat rute perdagangan strategis karena sepertiga perdagangan maritim dunia melewati kawasan ini. Krisis Laut Cina Selatan berkembang dari sengketa klaim teritorial menjadi konflik geopolitik yang melibatkan negara-negara di kawasan dan kekuatan negara besar. Hingga kini, krisis ini tetap menjadi salah satu isu keamanan maritim paling kompleks di dunia.
Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia juga melakukan integrasi ekonomi dengan mendukung pembentukan wilayah bebas pajak ASEAN atau AFTA pada tahun 1992. Selanjutnya Indonesia turut membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015 untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di wilayah Asia bagian Tenggara. Sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN, Indonesia mendorong kerja sama dalam ekonomi digital dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing kawasan di era globalisasi.
Selain itu, Indonesia juga fokus dalam penanganan isu lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia berperan aktif di forum regional dan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk mengatasi berbagai isu perubahan iklim seperti polusi asap lintas batas dan menjaga keanekaragaman hayati. Indonesia juga berperan dalam berbagai inisiatif global yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yaitu Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia secara aktif mengupayakan kerja sama terkait isu keberlanjutan dan perubahan iklim global.
Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia berperan dalam pembentukan kerjasama bidang hak asasi manusia yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Negara Indonesia juga aktif mendorong kerja sama ekonomi digital dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Hingga saat ini, negara Indonesia menjadi pilar utama organisasi ASEAN untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil dan sejahtera.
Indonesia telah secara proaktif memperluas jaringan perdagangan dan investasi melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) serta kolaborasi ekonomi dengan negara-negara di luar kawasan, termasuk Tiongkok, Jepang, dan negara-negara Eropa. Salah satu langkah penting adalah keanggotaan Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 15 negara di wilayah Asia-Pasifik, yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan inisiatif Global Infrastructure Facility untuk menarik investasi asing dan mengembangkan infrastruktur dalam negeri, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan Politik luar negeri dalam Forum Multilateral
Organisasi Internasional yang pertama kali diikuti oleh Indonesia setelah merdeka adalah Gerakan Non Blok (GNB). Forum organisasi internasional ini terdiri dari negara-negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan besar dunia, sebagai bentuk kemandirian politik seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, penghapusan kolonialisme, dan keadilan ekonomi global. Pemerintah Indonesia memperjuangkan hak bagi negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika untuk menentukan kebijakan luar negeri dan kebijakan nasional tanpa tekanan dari kekuatan negara-negara besar. Saat pembentukan organisasi ini, Indonesia berperan sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika menyuarakan solidaritas negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan dominasi kekuatan besar dunia. Bung Karno, Presiden RI saat itu adalah tokoh penting yang mendorong gagasan persatuan negara-negara netral ini. Pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok I. Indonesia menjadi salah satu negara pelopor bersama Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana dalam pembentukan GNB dengan prinsip dasar yang sudah dibuat sebelumnya dalam KTT Asia Afrika di Bandung. Sejak awal gagasan pembentukan hingga era modern saat ini, Indonesia memiliki peran penting dalam perjalanan organisasi ini.
Setelah Perang Dingin yang berlangsung selama lebih dari empat dekade sejak akhir Perang Dunia II (1947–1991) dengan runtuhnya Uni Soviet maka sistem bipolar dunia berakhir. Peristiwa ini menjadi titik akhir konflik ideologis antara negara-negara yang bergabung dengan pihak Amerika Serikat (kapitalisme-demokrasi) dan negara-negara yang bergabung dengan pihak Uni Soviet (komunisme). Hal tersebut menyebabkan komunitas Gerakan Non Blok menghadapi tantangan baru di dunia yang multipolar. Pemerintah Indonesia mendukung transformasi dasar organisasi GNB dari yang sebelumnya fokus kepada politik menjadi lebih menekankan isu ekonomi dan pembangunan. Indonesia mulai mempromosikan kerja sama di antara negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju. Indonesia juga menggunakan forum GNB untuk mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai, seperti isu Palestina, konflik di Timur Tengah, dan sengketa global lainnya.
Selanjutnya pada tahun 1992, Indonesia kembali  menjadi tuan rumah untuk pertemuan KTT Gerakan Non Blok ke-10 di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Indonesia menegaskan pentingnya solidaritas negara-negara GNB untuk menghadapi tantangan dunia selanjutnya yaitu ketimpangan ekonomi global. Indonesia terus mendorong kerja sama di antara anggota GNB untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif. Sesuai dengan asas politik bebas aktif, Indonesia  juga turut memperjuangkan hak-hak Palestina melalui GNB dengan mendukung penghentian pendudukan Israel dan mendukung kemerdekaan negara Palestina. Pemerintah Indonesia bersama gabungan negara dalam Gerakan Non Blok juga membahas isu-isu terkait lingkungan, seperti perubahan iklim, energi baru terbarukan, keberlanjutan lingkungan dan juga tanggung jawab masing-masing negara maju terhadap kerusakan lingkungan. Semua hal tersebut menjadi  bukti bahwa negara Indonesia memiliki peran strategis dalam organisasi GNB, baik sebagai pendiri, pemimpin negara-negara berkembang maupun pendukung perdamaian dan keadilan internasional. HIngga saat ini, Pemerintah Indonesia mengusahakan untuk terus aktif di organisasi Gerakan Non Blok dengan fokus pada isu-isu modern seperti keadilan ekonomi, perubahan iklim, dan penghapusan ketimpangan global
[bookmark: _Hlk183614048]Pemerintah Indonesia menjadi anggota dalam forum United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung perdamaian, keamanan dan keadilan global. Negara Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, setelah sebelumnya diakui sebagai negara berdaulat oleh komunitas internasional. Pada saat itu, posisi Indonesia sebagai anggota PBB memberi kesempatan untuk memperjuangkan isu dekolonisasi terutama isu menolak kolonialisme Belanda di Irian Barat dan mendukung perjuangan negara Aljazair di Afrika untuk meraih kemerdekaan. Negara Indonesia adalah salah satu kontributor utama dalam Misi Perdamaian PBB sejak 1957. Tugas ini menjadi bukti prinsip dan komitmen Indonesia terhadap keamanan internasional. Pada tahun 1957, Indonesia pernah mengirimkan pasukan untuk misi PBB di Mesir (UNEF I). Pada tahun 1965, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan ini sebagai protes terhadap terpilihnya negara Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Selanjutnya, Indonesia kembali menjadi anggota United Nation atau PBB pada tanggal 28 September 1966.
Sejak tahun 1973, Negara Indonesia telah berulang kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kontribusi politik Indonesia. Selama masa keanggotaan DK PBB, pemerintah Indonesia fokus kepada penyelesaian konflik antar negara secara damai, memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang serta mendukung isu kemerdekaan Palestina di forum internasional. Pemerintah secara konsisten juga mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB agar dapat representatif dan bersikap adil. Indonesia memiliki prinsip bahwa tatanan internasional yang inklusif dan adil akan memberikan manfaat bagi perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia juga pernah terlibat dalam berbagai misi perdamaian PBB sejak tahun 1990 hingga sekarang. Pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia dikirim ke beberapa negara konflik seperti Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUC) dan Sudan Selatan (UNMISS). Melalui peran aktif ini, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap keamanan global tanpa harus terlibat dalam konflik kepentingan. Lalu pada tahun 2023, Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dari negara berkembang untuk personel penjaga perdamaian PBB. Selain menjadi pembela hak negara-negara berkembang, pemerintah Indonesia aktif mendukung hak asasi bagi semua umat di muka bumi dalam forum Dewan HAM PBB. Bahkan Indonesia juga menyatakan pendapat dalam forum agar ada peningkatan partisipasi perempuan dalam misi penjaga perdamaian. 
Pemerintah Indonesia juga terlibat  dalam forum multilateral untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang dikenal sebagai Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Dengan menerapkan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia dengan bebas memperjuangkan kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 untuk melindungi hutan tropis, serta menciptakan kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim dan segala akibat yang ada. Peran dan kontribusi Indonesia dalam komunitas PBB meliputi berbagai aspek yaitu politik, keamanan internasional, perdamaian dunia, hingga isu pembangunan ekonomi dan lingkungan berkelanjutan.
Selain itu Indonesia juga bergabung dalam forum internasional G20 beranggotakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Forum ini dibentuk oleh 19 negara dan Uni Eropa dimana pengambilan keputusan berfokus pada konsensus berdasarkan diskusi dan kesepakatan. Indonesia adalah satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang menjadi anggota forum internasional G20 sejak dibentuk tahun 1999. G20 tidak memiliki sekretariat tetap atau markas besar, melainkan bekerja melalui pertemuan tahunan yang dipimpin oleh Presidensi G20 yang bergilir setiap tahun di antara anggota.Tujuan dari setiap kegiatan G20 adalah memperkuat kerjasama multilateral dengan kebijakan ekonomi global. Forum ini juga mengusahakan stabilitas ekonomi yang kuat dengan mendukung pembangunan inklusif serta pengentasan kemiskinan. Dalam pertemuan G20 juga dibahas upaya bersama yang dilakukan untuk mendukung transisi energi bersih dan mengatasi dampak perubahan iklim dunia. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi pemimpin pada Presidensi G20 di Bali dengan tema "Recover Together, Recover Stronger", yang berfokus pada pemulihan ekonomi global setelah pandemi COVID-19. Forum multilateral ini menjadi wadah yang penting untuk membahas isu global yaitu krisis dan stabilitas keuangan; perubahan iklim dan ketahanan pangan; kesehatan global dan tantangan ekonomi digital dan teknologi. Dalam keanggotaan di G20, pemerintah Indonesia juga menjadi mediator antar negara untuk memperjuangkan kepentingan bersama serta mendorong solusi yang inklusif dan adil bagi semua negara dalam menghadapi tantangan global. 
Dalam bidang perdagangan internasional, Indonesia menerapkan kebijakan bebas aktif dengan menjalin kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Sejak tahun 1995, Indonesia aktif menjadi anggota dalam WTO (World Trade Organization). Organisasi ini berpusat di Jenewa, Swiss dan terdiri dari 164 negara anggota yang meliputi 95% kegiatan perdagangan dunia. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memainkan peran penting baik dalam advokasi kepentingan nasional maupun dalam menciptakan sistem perdagangan global yang adil. Indonesia menggunakan hak keanggotaannya untuk memperluas akses pasar produk nasional seperti agrikultur, perikanan dan manufaktur. Dalam negosiasi perdagangan, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan negara maju untuk membuka pasar bagi produk negara berkembang. Selain itu Indonesia melalui pemerintah yang ada juga berperan memperjuangkan isu negara berkembang seperti subsudi pertanian, keadilan perdagangan dan proteksi negara maju. 
Dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-4 tahun 2001, Indonesia berhasil mengusahakan akses pasar yang lebih besar bagi negara berkembang. Hal ini tertulis dalam Doha Development Agenda (DDA) yaitu agenda negosiasi perdagangan multilateral negara-negara anggota WTO. Selanjutnya, Indonesia pernah menggugat kebijakan Uni Eropa terkait biodiesel di WTO dalam kasus anti dumping Uni Eropa terhadap produk Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia juga berperan aktif  melalui organisasi WTO untuk melindungi dan mempromosikan produk unggulan lokal, seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan tekstil dalam perdagangan internasional. Pada akhirnya, organisasi WTO digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperluas pasar ekspor, dan mendorong perdagangan yang lebih adil. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus berupaya memperkuat daya saingnya di pasar internasional sambil menjaga kedaulatan ekonomi domestik.
Indonesia juga aktif dalam forum ekonomi regional di Asia Pasifik yaitu APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk memperjuangkan perdagangan yang adil dan berkelanjutan antara negara maju dan negara berkembang. APEC bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi secara inklusif antara anggotanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini dibentuk tahun 1989 dan mencakup negara-negara besar seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Indonesia, Australia dan Korea Selatan. 
Indonesia telah menjadi anggota APEC sejak awal dan berperan penting dalam pengembangan dan dinamika forum ini. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan puncak APEC, yang memperlihatkan komitmen Indonesia dalam memimpin dan memperjuangkan kepentingan kawasan Asia Pasifik. Salah satu pertemuan yang signifikan adalah KTT APEC 2013 di Bali, di mana Indonesia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan ketimpangan antara negara maju dan berkembang.
Sejak awal, Indonesia berperan sebagai wakil negara berkembang di kawasan Asia Pasifik dan berusaha mendorong kebijakan yang memberi keuntungan bagi negara-negara berkembang. Indonesia sering memanfaatkan keanggotaan dalam APEC untuk mempromosikan perdagangan bebas dan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri manufaktur. Indonesia juga aktif mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan kerja sama antar negara di bidang pengurangan emisi karbon bagi kesehatan lingkungan, efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan energi terbarukan. Indonesia juga terlibat dalam berbagai inisiatif hijau di kawasan Asia Pasifik, termasuk pengembangan ekonomi rendah karbon. Sebagai negara dengan kemampuan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menggunakan APEC untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara anggota lainnya. Melalui APEC, Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Hal tersebut mencerminkan peran proaktif Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk ASEAN, G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam forum ASEAN, Indonesia berupaya mendorong kolaborasi yang mendukung integrasi ekonomi serta perdamaian di kawasan, dan berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara, termasuk permasalahan di Laut China Selatan. Di tingkat global, Indonesia berpartisipasi dalam G20, di mana negara ini memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai isu-isu krusial seperti perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Partisipasi Indonesia di PBB juga menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam penyelesaian tantangan-tantangan global, seperti keamanan dan perdamaian.
Kebijakan Politik Luar Negeri dalam isu Keamanan global
Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak bergabung dengan pakta militer internasional seperti NATO atau Pakta Warsawa. Hal ini dilakukan untuk menjafa netralitas negara Indonesia dihadapan negara-negara lainnya. Hingga saat ini, kondisi keamanan global seperti terorisme, narkoba, penyelundupan manusia (human traficking), dan kejahatan siber (cyber crime) menjadi tantangan bagi seluruh negara. Kebijakan politik luar negeri Indonesia telah memberi kesempatan untuk dilakukan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa harus terikat pada satu aliansi atau blok tertentu. Misalnya dalam isu terorisme, Indonesia bekerjasama dengan beberapa negara untuk berbagi informasi intelijen dan melakukan pelatihan pasukan khusus, namun tetap mempertahankan prinsip kebebasan bertindak. Selanjutnya dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang keamanan digital. Dengan prinsip bebas aktif, pemerintah Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara maju dalam berbagi informasi teknologi dan pengetahuan di bidang siber, tanpa harus terikat kepada pengaruh kekuatan negara-negara besar dan sebagai bagian dari kebijakan bebas aktif, Indonesia telah meningkatkan kapasitas pertahanannya guna melindungi kedaulatan dan integritas wilayahnya. Proses modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan anggaran pertahanan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, seperti terorisme dan kejahatan lintas negara. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan PBB, di mana keterlibatan aktif dalam misi tersebut berkontribusi pada peningkatan pengaruh diplomatik Indonesia di kancah internasional. 
Kebijakan politik luar negeri dalam isu Teknologi, Ekonomi Politik dan Kesehatan Lingkungan Global
Persaingan kekuatan global antara negara-negara besar yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia adalah masalah yang kompleks. Selain bidang keamanan, persaingan ini terjadi di bidang teknologi, ekonomi politik dan kesehatan lingkungan. Indonesia dalam perannya sebagai negara yang menganut kebijakan bebas aktif mengambil sikap netral dalam menentukan langkah kebijakan luar negeri agar tidak merugikan kepentingan nasional. Dalam rivalitas bidang teknologi, seperti dalam bidang telekomunikasi (5G), kecerdasan buatan dan energi bersih, Indonesia harus dapat membuat keputusan yang strategis dalam kemitraan dengan kekuatan global. Kebijakan bebas aktif juga menuntut Indonesia untuk memiliki kapasitas diplomasi yang kuat agar mampu menghasilkan keputusan yang baik walaupun ada tantangan di tengah persaingan geopolitik. 
Keterbukaan ekonomi secara global telah memberi peluang sehingga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi asing. Namun, kondisi ini juga membuat negara Indonesia memiliki ketergantungan terhadap pasar internasional, fluktuasi ekonomi global dan pengaruh dari perang dagang antara negara-negara besar. Di satu sisi, kebijakan bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara tanpa keterikatan blok atau aliansi ekonomi tertentu. Namun, sebaliknya pemerintah Indonesia harus menerapkan keluwesan dalam menentukan arah dan bentuk hubungan perdagangan sehingga dapat berhasil tanpa mengorbankan prinsip politik dan kedaulatan ekonomi. Selain itu, Negara Indonesia harus menjaga keseimbangan hubungan ekonomi dengan negara China dan Amerika Serikat tanpa terlibat dalam konflik dagang yang kemungkinan terjadi. Kondisi perang dagang antara dua negara tersebut memberi tantangan bagi Indonesia agar mampu menjaga akses pasar, menarik investasi ke dalam negeri dan melindungi industri domestik. Selain itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan daya saing global dengan negara-negara lain terutama sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan teknologi. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi pasar konsumsi semata tanpa berpengaruh kuat dalam ekonomi global.
Masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim berpengaruh pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah dan mitigasi bencana alam di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam sangat perlu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kedepannya. Kebijakan bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara maju dalam teknologi hijau dan investasi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum internasional bidang lingkungan untuk mengambil langkah nyata di dalam negeri. Selain itu dalam masalah kesehatan, penanganan kondisi pandemi Covid 19 di Indonesia menjadi bukti pelaksanaan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Indonesia saat itu bekerjasama dengan berbagai negara dalam mengakses vaksin dan teknologi medis tanpa harus terikat pada blok tertentu. Walaupun pada saat itu tantangan terbesar adalah diperlukan adanya kemandirian dalam produksi vaksin dan perlengkapan medis agar Indonesia tidak bergantung kepada negara-negara lain dalam memenuhi kebutuhan vaksin dan alat medis.
Indonesia telah mengembangkan diplomasi budaya dan pendidikan sebagai bagian dari kekuatan lunak untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Inisiatif seperti Diplomasi Budaya yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri, program pertukaran pelajar, serta pengenalan budaya melalui Pekan Budaya Indonesia di berbagai negara, berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan apresiasi terhadap Indonesia. Melalui kolaborasi di bidang pendidikan, Indonesia juga membangun jaringan akademis dan profesional yang memperkuat hubungan bilateral dengan negara mitra, serta memperluas pengaruhnya di kawasan.
Indonesia terus memperluas kemitraan bilateral dengan negara-negara besar dan strategis. Contohnya, hubungan dengan Jepang yang mencakup kerja sama di sektor ekonomi, teknologi, dan energi, serta hubungan dengan India yang berfokus pada kerja sama di bidang maritim dan pertahanan. Selain itu, Indonesia juga memperkuat hubungan dengan negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, yang memberikan akses kepada negara ini terhadap teknologi mutakhir dan mendukung inovasi domestik. Hubungan bilateral ini memberikan Indonesia posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi global dan memperkuat independensinya di tengah persaingan antara kekuatan besar. Melalui contoh-contoh ini, kebijakan geopolitik bebas aktif Indonesia telah terbukti efektif dalam menjaga kedaulatan, memperkuat posisi diplomasi, dan memperluas pengaruh di panggung global, bahkan di tengah persaingan yang ketat antar negara besar.
Gambaran geopolitik Indonesia secara global
Geopolitik adalah cabang ilmu yang melihat pengaruh geografis suatu negara terhadap kekuatan politik dan hubungan dengan negara lain di dunia internasional. Kekuatan geopolitik akan mengalami perubahan dan dinamika berdasarkan prinsip kepentingan suatu negara. Secara geografis, negara Indonesia berdasarkan letaknya memiliki keunggulan geopolitik yang unik. Negara Indonesia berada dalam jalur perdagangan global yang strategis dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Selat Lombok yang menjadi rute utama perdagangan internasional. Kondisi ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menjadi pengambil keputusan dalam ekonomi global terutama dengan negara besar Amerika Serikat, China dan Uni Eropa. Dalam kehidupan internal bangsa, stabilitas politik dan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi negara kepulauan yang yang memiliki rakyat dengan banyak etnis, budaya dan agama. Pemerintah pusat harus mengatasi tantangan pembangunan yang merata di wilayah-wilayah terpencil sehingga tidak ada bagian negara yang terpisah dari negara kesatuan.
Indonesia juga adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas, batu bara, minyak bumi dan juga aneka ragam hayati di lautan Indonesia. Kekayaan alam ini dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor asing, tetapi juga berpotensi bagi konflik pengelolaan dan eksploitasi. Kondisi perairan Indonesia yang sangat luas juga berpotensi menimbulkan masalah keamanan internal maupun eksternal seperti pembajakan. perdagangan manusia dan sengketa maritim. Peristiwa sengketa Laut Natuna Utara dengan China menunjukkan bagaimana geografi memengaruhi diplomasi dan keamanan nasional. Pada tahun 2010, kawasan di utara kepulauan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diklaim secara sepihak oleh pemerintah China.
Berdasarkan kondisi dan letak geografis, negara Indonesia memiliki kemungkinan terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Kondisi ini memungkinkan untuk menjalin kerjasama internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana. Kondisi geografis Indonesia memberikan keuntungan tetapi juga potensi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah harus memanfaatkan keunggulan ini sekaligus menyelesaikan masalah yang ada untuk pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas negara. Prinsip politik luar negeri Indonesia memiliki nilai kemanusiaan, nilai kemandirian dan nilai keadilan sehingga memungkinkan untuk terlibat dalam kegiatan diplomasi internasional  dengan negara-negara lainnya sehingga terwujud tatanan dunia yang damai dan adil.
Pengaruh Kebijakan Bebas Aktif dalam Konstelasi Geopolitik Global
Indonesia telah menetapkan sistem politik bebas aktif sebagai model berelasi dengan negara-negara lain. Penerapan kebijakan ini membuat Indonesia berada dalam posisi strategis secara global untuk berdiplomasi dan tidak memihak sehingga dapat berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia, memperjuangkan hak negara kecil dan negara berkembang serta menjaga stabilitas regional.
Bentuk atau model geopolitik negara Indonesia di dunia sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri ini. Indonesia dapat menjaga kemandirian dan otonomi negara di tengah bangsa lain sekaligus juga memungkinkan untuk Indonesia dapat berperan aktif menciptakan perdamaian dunia dengan mendukung perjuangan negara-negara kecil dan berkembang melawan kolonialisme dan imperialisme.
Sistem ini memiliki pengaruh baik secara politik dan ekonomi di forum internasional. Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik global maupun regional. Dalam era multipolar dunia, kebijakan bebas aktif membuat Indonesia fleksibel dalam merespons tantangan geopolitik sehingga pemerintah Indonesia dapat tetap fokus pada kepentingan nasional dan internal kawasan.
Kesimpulan
Kebijakan politik bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia sejak masa kemerdekaan telah terbukti efektif dalam mempertahankan kedaulatan dan peran strategis negara di arena internasional. Meskipun dunia mengalami transformasi signifikan di abad ke-21, dengan meningkatnya persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, serta tantangan baru seperti perubahan iklim, terorisme, dan geopolitik maritim, prinsip bebas aktif tetap relevan untuk diterapkan oleh Indonesia.

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjaga posisi independennya, tidak terjebak dalam konflik antara blok kekuatan tertentu, dan berperan sebagai mediator serta penyeimbang di tingkat regional dan global. Sebagai contoh, di tengah persaingan antara China dan AS, Indonesia berhasil membangun hubungan yang konstruktif dengan kedua negara tersebut tanpa harus memilih salah satu pihak, sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasional dan mempromosikan perdamaian di Asia Tenggara.
Lebih lanjut, prinsip bebas aktif juga mendukung partisipasi Indonesia dalam forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan PBB, yang berfungsi sebagai wadah untuk memajukan dialog dan kerja sama internasional. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global yang dinamis, sehingga dapat merespons isu-isu global dengan cara yang mengutamakan kepentingan nasional.
Harapan
Relevansi kebijakan ini membutuhkan penyesuaian dan penguatan, seperti peningkatan diplomasi ekonomi, modernisasi alutsista, serta pengembangan soft power melalui budaya dan pendidikan, agar Indonesia tetap memiliki daya saing dan dapat menghadapi tantangan global dengan lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan politik bebas aktif bukan hanya tetap relevan, tetapi harus diperkuat untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan dan memainkan peran strategis di kancah geopolitik dunia.

